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perihal Penjadwalan Pembahasan Ranca
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Kabupaten Batang; an Peraturan Daerah

bahwa Rancangan Pera :

huruf a, telah dibah turan Daerah sebagaimana dimaksud pada
, _ as oleh Panitia Legislasi Khusus bersama

Eksekutif Ferkalt, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil

Rapat Kerja Panlegsus Nomor : 172 / 53 / 2007 tanggal 28

September 2007, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna

DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 Oktober 2007;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dan huruf b, maka perlu mendapatkan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabup_ate_n Batang tentanghBantuan
Keuangan Kepada Partai Politik menjadi Peraturan Daerah.
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